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Abstrak
 

Seiring dengan terjadinya perubahan yang krusial pada kepemimpinan bangsa dan negara ini, masyarakat

luas juga menuntut penyelenggara negara untuk melakukan perubahan total dalam pengelolaan negara

termasuk dalam bidang keuangan . Tuntutan untuk segera mereformasi pengelolaan dana publik itu sangat

kuat dan mendesak Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan di sektor keuangan,

terutama dalam pelaksanaan sistem penganggaran negara.

 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana aparat pengelola keuangan negara

dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri melaksanakan sistem anggaran telah

memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan, yang meliputi unsur partisipasi masyarakat, transparansi

anggaran dan ketaatan hukum pada setiap tahap penganggaran.

 

Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan pengamatan langsung dan

wawancara serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang diolah secara deskriptif,

dengan harapan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi didalam organisasi Pemerintah secara utuh

dan dalam kondisi yang sebenarnya.

 

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mereformasi pengelolaan anggaran

masih jauh dari apa yang diharapkan oleh semua pihak, dikarenakan pola lama dalam pengelolaan anggaran

masih terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Baik pada tahap penyusunan anggaran, kemudian

pelaksanaan anggaran, lalu pengawasan sampai pada tahap pertanggungjawaban secara umum masih jauh

dari prinsip akuntabilitas yang partisipatif, transparan dan taat hukum.

 

Dengan demikian dapat disarankan untuk perbaikan dikemudian hari, bahwa sebaiknya pihak Sekretariat

Jenderal membuka akses bagi masyarakat umum untuk dapat memberikan dan mencari informasi tentang

pelaksanaan sistem penganggaran. Banyak cara untuk membuka akses bagi masyarakat diantaranya dengan

membuka akses website di internet dan mengumumkan secara terbuka di media massa tentang laporan

keuangan secara periodik. Disamping itu pihak Pemerintah untuk segera menunjuk Lembaga Swadaya

Masyarakat yang potensial dan independen untuk dapat turut melakukan monitoring dan evaluasi atas

kinerja keuangan Pemerintah agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dapat meningkat

kembali.
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